
GT'BERNT'R NUSA TEIYGIGIARA TIIf,I'R

PERATURAN GUBERITUR NUSA TENC'GARA TIMUR
TYoMOR eg TAITUIY 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PETIYANDANG DISABILITAS

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

GUBERNUR NUSA TENGIC}ARA TI}IUR,

a. bahwa segala bentuk kekerasal, termasuk kekerasan
terhadap perempuan dan anak penyandang
disabilitas adalah merupakan pelanggaran hak asasi
manusia dan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga
perlu dilakukannya
penanganan;

upaya p'encegahan dan

Itfcngingat :

b. bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan
anak penyandang disabilitas terus meningkat,
sehingga diperlukan pencegahan dan penanganan
secata maksimali

c. bahwa sesuai la-mpiran Angka Romawi I Huruf H
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Pemerintah
Provinsi memiliki kewenangan dalam pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan
dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undalg
Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56291; lf



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

ilEMUTUSKAN:

PERATURAIT GUBERIYUR TENTA"I5G PEI{CEGAIIAN
DAN PENAI{GAIIIAIT I(ASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAI{ DAN ANAK PENTANDAITG
DISABILITAS DI PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR.

Menetapkan

BAB I
KETEI|TUAN TIilUil

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Delinigi
Pasd 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggar a Timur.
4. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur.
6. Pencegahan adalah serangkaian upaya yang dilakukan segera sebelum

terjadinya tindak kekerasan.

7. Anak adalah seseor€rng yang belum berusia l8 (delapan belas) tahun
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama
yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan
dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan
anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.

9. Perempuan penyandang disabilitas adalah perempuan yang mengalami
keterbatasan lisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka
waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh
dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.

10. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyelenggara layanan secara terpadu untuk menindaklanjuti laporan
adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang
disabiitas.

11. Kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas adalai setiap
tindakan terhadap perempu.rn penyandang disabilitas yang berakibat
atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan
secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan
tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-
wenang, baik yang tedadi di ranah publik atau dalam kehidupan
pribadi.

12. Kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas adalah setiap
perbuatan terhadap anak penyandang disabilitas yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara lisik, mental, seksual,
psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang
mengancarn integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. I



14.

I5.

16.

17.

18.

Korban adalah perempuan dan anak penyandang disabilitas yang
mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan, baik langsung maupun
tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

Pendampingan adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang
mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk
melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan
pemulihan diri korban kekerasan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas
Korban Tindak Kekerasan yang selanjutnya disingkat PIPAPDKTK
adalah penyediaan layanan terhadap korban kekerasan yang dikelola
secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis, psikososial dan
pelayanan hukum.

Pusat Pelayalan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang
selanjutnya disingkat P2 fP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Utrit
PPA adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polda Nusa
Tenggara Timur.

19. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk
memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar
operasional yang ditentukan.

Kelompok kerja multi sektoral adalah kelompok kerja ditingkat desa,
kecamatan, kabupaten dan provinsi yang terdiri dari berbagai sektor
yang ada, seperti individu, komunitas dan pemerintah, yang
terkoordinasi dengan baik.

Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z.
Johannes Kupang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
selanjutnya disingkat DP3A adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

24. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

25. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua

Asae, TuJuan, Fungsi dan Ruang Ltngkup

Pasd 2
Dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas menerapkan asas:

a. penghormatan terhadap hak-hak pqrernpuan dan anak penyandang
disabilitas;

b. kepentingan terbaik bagi korban;

c. keadilan;

d.. inklusif;
e. anti kekerasan;

f. perlindunga n terhadap korban; 4f

20.

21.

23.

22.



h.

j.

hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;

kerahasiaan;

perlakuan khusus dan perlindungan lebih; dan

pelayanan cePat dan efektif.

Pa88l 3

T\rjuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a. mewujudkan kepastian dalam menjamin hak setiap perempuan dan ana'k*' 
;;;y;J""g aisauititas untuk dapat hidup, tumbuh' berkembang dan

terpartisipasi secara wajar serta mendapat perlindungan dan

penanganan dari tindakan kekerasan;

b. meningkatkan kepekaan dan penyadaratt -t:tt" pengetahuan akan hak-

hak peiempuan dan anak penyandang disabilitas;

c. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan

anak penyandang disabilitas korban kekerasan; dan

d. menjamin pemulihan hak perempuan dan anak penyandang disabilitas

korban kekerasan-

Pasd 4

Pencegahan dan penangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

penyandang disabilitas berfungsi:

a. pemulihan psikososial dan spiritual serta fisik korban;

b. memberikan perlindungan hukum terhadap korban;

c. menumbuhkan kemandirian diri bagi korban;

d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan perempuan

dan anak penyandang disabilitas; dan

e. mewujudkan pendampingan dalam upaya. pencegahan atau penanganan

kasus kekerasan terhadip penyandang disabilitas oleh masyarakat dan

lembaga sosial kemasYarakatan '

Pasal 5

Ruang LingkuP

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang

disabilitas;

b. hak korban;

c. pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak penyandang disabilitas;

d. mekanism e pelaYanan;

e. pemberdaYaan masYarakat; dan

f. pembiayaan. P



BAB II
JEMS DAII BEI{TUK ITEXTRASAIT

TERHN)AP PERIMPUAN DAN ANAJ( PEITTAITDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Jerris

Pasd 6

Jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas,
terdiri atas:

a. tindak kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga oleh suami isteri
dan anak;

b. tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai

hubungankeluargasepertikarenahubungandarah,-perkawinan'
persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah
tangBa; dan

c. tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dalam masyarakat atau
yang lidak memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada

huruf b.

gqginn Kedua

Bentuk
Pasd 7

(1) Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang

disabilitas, meliPuti:

a. kekerasan fisik;

b. kekerasan Psikis;

c. kekerasan seksual;

d. kekerasan ekonomi;

e. penelantaran; dan

f. eksploitasi.

(2) Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f' meliputi:

a. eksploitasi ekonomi; dan

b. eksploitasi seksual.

BAB III
HAI( KORBAN

Pasal a
perempuan dal1 anak penyandang disabilitas korban kekerasan memiliki
hak-hak sebagai berikut:

a. mendapatkan perlindungan sementara, perlindungan hukum dan
dukungal dari semua Pihak;

b. memperoleh pendampingan hukum dalam melakukan upaya hukum
di setiap tahap proses hukum;

c. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan
pelayanan darurat;

d. mendapatkan penanganan yang bersifat rahasia;

e. pendampingan secara menyeluruln; {



f. mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman baik di rumah aman
maupun tempat tinggal lainnya;

g. memperoleh informasi terkait hak dan tata. cara untuk mendapatkan
perlindungan atas kekerasan yang dialami;

h. mendapatkan pelayanan psikososial dan spiritual;

i. rehabilitasi; dan

j. mendapatkan dukungan ekonomi dan pelatihan keterampilan untuk
menciptakan dan menumbuhkan kemandirian.

BAB TY

PENCDGAIIAN DAN PEI|AI{GA.ITAN KASUS XEXERASAN TERIIA,I'AP
PEREDTPUAIY DAIV AIYAK PEIYYAIYDA.trG DISABTLITAS

Pasal 9

Pencegahan kasrrs kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang
disabilitas dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. sosialiasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak
penyandang disabilitas dan kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap
perempuan dan anak penyandang disabilitas kepada masyarakat
sosialisasi mengenai isrr-isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan
dan anak penyandang disabilitas kepada tokoh agama, tokoh masyarakat
dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya;

b. kampanye anti kekerasan dan perlindungan bagi korban melalui berbaga.i
media;

c. mernbentrrk kelornpok kerja rnrrltisektual untrrk pelrrcegahan dan
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
penyandang disabilitas di tingkat desa, kelurahan kecamatan,
kabupaten/ kota dan provinsi;

d. diskusi bersama berkaitan dengan segala bentuk pencegahan yang dapat
dilakukan:

e. menetapkan kebijakan pemerintah dalam berupaya untuk mencegah
segala bentuk kekerasan terhadap perempu€rn dan anak penyandang
disabilitas dan melakukan advokasi; dan

f. melakukan koordinasi lintas sektoral dalam pengambilan tindakan-
tindakan yang dianggap mendesak untuk mencegah kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Pasal 10

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang
disabilitas dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi perempuan dan
anak penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum;

b. memberikan pelayanan medis bagi korban; dan

c. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi perempuan dan
anak penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

Pasd l1
(1) Pencegahan dan Penanganan kasus kekerasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 dan Pasal 1O, dilakukan crleh Gubernur, Bupatil .Jrl alikota,
Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat
dan/atau individu. p



(2) Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan sebagaimana yang dimaksud
padaayat(1)cl-ilakukandenganberbasismasyarakat,melalui
pembekalan bagi masyarakat dengan informasi, pengetahuan dan

Letrampilan untuk dapat mendeteksi secara dini kasus-kasus kekerasan
yang te{adi di masYarakat'

Pasal 12

Setiap orang yang mendengar, melihat dan/ atau mengetahui tedadinya
kasus kekeisan terhadap p"."-p.r.tt dan anak penyandang disabilitas
harus melakukan upaya-upaya sesuai kemampuannya yakni:

a. mencega-h berlangsungnya tindak kekerasan;

b. memberikan perlindungan kepada korban;

c. memberikan pertolongan darutat: dan

d. membantu proses pengajuan pennohonan penetapan perlindungan bagi

korban.

BAB V

UEI(ANISUE PELAYANAN

Bagien Kesatu

PTPAPDKTK

Pasd 13

(1)GubernurdanBupati/WalikotamembentukforumPTPAPDKTKdiDaerah
dan KabuPate rt / Kota.

(2) penerapan PTPAPDKTK oleh Gubernur dan Bupati / walikota
' ' 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oteh P2TP2A'

(3) Penerapan PTPAPDKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dapat
' 

dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dibentuk oleh lembaga non
pemerintah.

(4) penerapan PTPAPDKTK oleh lembaga non pemerintah sebagaimana
' ' 

dirnaksrrd pada ayat l3), dilakukan oleh urganisasr kvrnaryarakatan yang
bergerak ai Uiaang pemberdayaan perempuan' perlindungan anak dan
penyandang disabiltas.

(5) Dalam memberikan pelayanan terpadu, Fon'rm PTPAPDKTK bersama
lembaga pelayanan yang dibentuk oleh lembaga non pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1.| dan ayat (3), berada di bawah
pengawasan Gubernur.

Pasal 14

Pemberian pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

{5} dilakukan atas permintaan korban, keluarga, pihak lainnya, lembaga non
pemerintah maupun atas inisiatif PD yang tergabung dalam forum
PTPAPDKTK.

Pasal 15

(1) Keanggotaan forum PTPAPDKTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1), terdiri atas llnsur:
a. Y2TY2A;

b. DP3A;

c. Unit PPA;

d. Rumah Sakit Umum:

e. Dinas Kesehatan; f



f. Puskesmas;

g. Dinas Sosial;

h. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

i. Pekerja Sosial/ Relawan;

j. Tokoh Agama;

k. Tokoh Adat;

1. Organisasi KemasYarakatan; dan

m. l,embaga SwadaYa MasYarakat'

(2) Forum PfPAPDKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan KePutusan Gubernur'

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasd 16

(1) Forum PIPAPDKTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memiliki

tugas:

a. memfasilitasi penerimaan pengaduan;

b. menyiapkan perlindungan sementara; dan

c. memberikan pelayanan medis dan psikososial serta perlindungan dan

pendampingan hukum terhadap korban'

(2) Perlindungan dan pendampingan- sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sejak Rorum ffiepbXff menerima laporan' baik dari. korban

"t".tpr.t 
plhat< tain atau sejak diketahuinya kejadian tindak kekerasan

terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas'

Pasal 17

P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a' memiliki

trrgas:

a. menyediakan tenaga konseling, penasehat hukum' penyuluh spiritual
- ;; " penerjemah -bahasa i.yit"i dalam rangka pemberdayaan dan

perlindungan terhadaP korban ;

b. mengupayakan pelayanan khusus berupa bantuan yang diupayakan

"..^i"' kit,r"..s t"p"a" p€rempuan dal anak penyandang disabilitas

sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal mendapatkan
pelayanan terhadap kekerasan yang dialaminya;

c.mendokumentasikandarilaporanpengaduankorbanyangterdiridari
data diri klien, kronologis kasus dan rujukan kasus;

d. mengatur tertibnya administrasi yang berkaitan dengan alur pelayanan

terhadap korban;

e. mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan

dan anak p".ry"nd"ttg disabilitas serta mendorong terbentuknya
kelompok dukungan bagi korban; dan

f. menjalankan fungsi koordinasi bersama anggota forum PTPAPDKTK

dalam pelayanan korban.

Pasal 18

DP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, memiliki
tugas:

a. merumuskan kebijalan teknis di bidang layanan terpadu perlindungan
perempuan dan anak penyandang disabilitas; Q/,



b. melakukan sinkronisasi program dengan PD dan Kabupaten/Kota;

membuat upaya perlindungan perempuan dan anak dengan

berkoordinasi 
- 
dingan PD dan lembaga pelayanan yang ada di Daerah

untuk memastikin terlaksananya upaya-upaya pencegahan dul
p""""St "" 

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

penyandang disabilitas;

membuat database korban dan mekanisme pelaporan hasil penanganan;

membangun jejaring kerja dengan PD dan lembaga non pemerintah;

melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kasus-kasus

i..f..."".t vu"g diulu i oleh perempuan dan anak penyandang disabilitas

d.

e.

di kabuPaten/ kota; dan

g. berkoordinasi dengan berbagai
penanganan kasus kekerasan
penyandang disabilitas.

pihak dalam upaya Pencegahan dan
terhadaP PeremPuan dan anak

Pasd 19

Unit PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat {1) huruf c' memiliki

tugas:

a. menerima pengaduan dari korban, keluarga, pendamping dan pihak lain;

b. memberikan perlindungan sementara kepada korban; dan

c. mengeluarkan surat pengantar visum et repertum'

Pasal 2O

Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf
d, rnerniliki trrPs'.

a. menyediakan ruang khusus bagi pelayanan korban;

b. memberikan pelayanan medis kepada korban, yang meliputi:

1. pemberian uistm et rePertum;

2. pemeriksaan kesehatan;

3. perawatan medis rawat inap dan rawat jalan;dan

4. pelayanan kesehatan jiwa bagi korban;

c. memberikan pelayanan konseling tanpa dipungut biaya; dan

d. memberikan surat keterangan sakit kepada korban'

Pesal 27

puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, memiliki
tugas:

a. memberikan pelayanan medis tahap awal kepada korban; dan

b. merujuk ke Rumah Sakit Umum dan layanan lain yang ada
di Kabupaten/ Kota, apabila korban membutuhkan pelayanan medis yang
tidak bisa disediakan oleh Puskesmas.

Pas8l22

Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g'
memiliki tuga.s:

a. menyediakan rumah aman dengan fasilitas yang memadai untuk
perlindrrrrgan kotban;

b. melakukan upaya pemberdayaan kepada korban; dan

c. merujuk penar.ganar^ kasus kepada pusat la-vanan lain yang ada
di Kabupaten lXota.. fu

1,."



Pasal 23

Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h' memiliki tugas:

a. menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas

dan informasi mengenai *tJp.ogatt pekerjaa'n yalg meliputi jumlah

;;y""d".g disabilitis usia kirja, ragam disabilitas dan kompetensinya;

b. melakukan upaya perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas

yang mendapatkan kekerasan di tempat kerja;

c. menfasilitasi pembentukan usaha mandiri bagi perempuan penyandang

di sabilitas; dan

d. merujuk kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja yang dialami
- prt#p""" penyandang aisaUititas ke pusat layanan lain yang ada di

KabuPaten/ Kota.

Palal 24

Pekerja Sosial/ Relawan, Tokoh Agama, Tokoh Adat' Organisasi

Kemasyarakatan serta Lembaga Swadaya Masyarakat -sebagaimana
ai-rtJ"a dalam Pasal is ayat ltitruruf i sampai dengan huruf m' memiliki

tugas:

a. melakukan pendampingan terhadap korban;

b. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak' secara

khusus perempuan dan anak penyandang disabilitas; dan

c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di lingkat Provinsi

maupun t(ahupaten / t(ota-

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAI{AT

Pasal 25

(1) Gubernur dan Bupati/Walikota serta L'embaga Swadaya -Masyarakat
melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat dalam rangka

meningkatka., p".tg.tth.ran mengenai kedudukan hak dan kewajiban

p"..-f,tutt darr anik penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan

perundang undangan'

(2) Pelaksanaan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
a'meningkattankemandiriandanpemberdayaanmasyarakatdengan

pola kemitraan;
b. henumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan

sosial; dan
c. penyampaian informasi.

Pasal 26

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:

a. memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran dan tenaga;

bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Kabupaten / Kota dalam memberikan pelayanan terhadap korban dan
dalam pengelolaan rumah aman; dan

melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi
terhadap program yang berkenaan dengan penanganan pelayanan korban
dan ikut serta membuat program pembinaan pemberdayaan, penanganan
dan pelayanan terhadap hak perempuan dan anak penyandang
disabilitas. 4&-/

b.



Pasal 27
(1) Organisasi masyarakat, organisasi sosial dan Lembaga Swadaya

Masyarakat yang men.rngani masalah perempuan dan anak penyandang
disabilitas dapat terlibat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam
menangani, memberikan pelayanan dan pemberdayaan bagi korban.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
organisasi masyarakat, organisasi sosial dan tembaga Swadaya
Masyarakat tetap berpedoman pada program yang telah ditetapkan oleh
PD.

BAB \rII
PEMBIAYAAN

Pasal 2a
Sega-la biaya yang timbul sebagai alibat ditetapkannya Peraturan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber
lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
X TEIYTUAIT PEITUTUP

Pasal 29
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang .

Pada tanggal t4 tUmote- 2O19 1
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pada tanggal \{ Iwzr,lpcr
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